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,dbetract The civic Education Policy in the Refor:rr Era in rndonesia. This paper
Presents a prelirninary study on civic education in ttre national educational poliry
during tlre reform era since 1998 in Indonesia. The reform movement has impacts
on the reform of national education. Civic education has entered the ctranging para-
digm to build good citizens. In the old paradigm, civic education mainly ".rrr.a ur.
political regiqre hegemony. Civic education was reduced to value or character
education per se. The politics of education in the new era has shifted the paradigm
of civic education into the standardization according to democratic citizenship
educition norrns. Civic education focuses more on how the competent teachers
transfor:rr democratic values democratically
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PENDAHULUAN
Studi Hosen (2003) terhadap refor-

masi politik dan hukum pada peme-
rintahan Presiden BJ. Habibie (1993-
1999) menunjukkan bahwa upaya refor-
masi ketridupan politik, hukum, dan
pemerintahan yang bersih telah dilaku-
kan dengan interrsif. Upaya tersebut ke-
mudian membuahkan hasil berupa re-
for:anasi undang-undang tentang hak asa-
si manusia (HAM), yang mendukung
'lrule of law," dan proses politik, serta
hukftr yang mendukung terbentuknya
"gmd goo*nance" *ytetti pemberantas-
an korupsi (Hosen, 2OO3:,2O2).

Dalam kawasan pendidikan, lahir-
nya Undang-Undang RI No. 2O Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio.
nal telah membawa dampak besar da-
lam reformasi pendidikan nasional itu
sendiri. Di bidang pendidikan kewarga-
negaraan, dan umumnya dalam kuriku-

lum pendidikan forrral di sekolah dasar
hingga menengah, reformasi tidak ha-
nyaterbatas dalam substansi kajian, me-
tode, dan sistem penilaiannya. Pemba-
haruan pendidikan kewarganegaraan
telah bergeser kepada paradigma pem-
bentukan warga neg.rra demokratis se-
bagaimana idealitas universal dari misi
pendidikan kewarganegaraan itu sendi-
ri. Sebagaimana telah diketahui bahwa
paradigma pendidikan kewarganegara-
an di Indonesia selama lebih dari tiga
dekade era Orde Baru lebih banyak me-
nitikberatkan kepada pembentukan ka-
rakter kepatuhan warga negara (siswa)
terhadap tafsir resmi rezirn politik. Ke-
patuhanwarga negara terhadap tafsir re-
zim (pemerintah) dianggap sebagai ke-
bajikan atau keutamaan warga negara
(ciaic oirtues) yang dilekafkan pada misi
pendidikan kewarganegaraan ketika itu.
Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan
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hipokrisi ftemunafikan) antara wacana
dengan tindakan kewargaan (ciztic actbn)
yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran
keutamaan tindakan kewargaan sebagai
akibat "kemunafikan,, 

tadi ialah lebih
banyak dipengarulLi oleh faktor ekster-
nal, seperti tekanan dan kepentingan
politik serta ekonomi dalam jabatan
publik sehingga tindakan kewargaan
yang ditampilkan seorang individu cen-
derung bersifat semu.

Penggambaran warga negara yang
patulg hegemoni tafsir dan wacana dari
negara terhadapwarga negara, serta mi-
nimnya peluang budaya kritis dalam
hubungan masyarakat kewargaan (ouil
societfi dengan masyarakat politik (ne-
gara), pada gilirannya telah membentuk
budaya politik kewargaan yang tidak
kondusif terhadap sistem politik demo-
krasi. Dalanlirtgk rp pendidikan kewar-
g.lnetaraan pada era Orde Baru, anali_
sis Kalidjernih (20&5:36O) terhadap wa-
cana kewarganegaraan dalasr buku-
buku teks Pendidikan pancasila dan Ke-
warganegaraan (ppKn) terbitan resmi
Departemen Pendidikanpendidikan dan
Kebudayaan bekerjasama dengan Bp-7
menunjukkan bagaimana kuatrrya ke-
pentingan rezim membentuk warga ne-
gara. Buku-buku teks pendidikan ke-
warganegaraan tersebut sebagai buku
wajib di sekolah menggambarkan kuat-
nya konsep ideologi negara, konstitusi
nasional dan ide neg€rra integralistik, se-
bagai suatu prinsip panduan dalam ke-
hidupan berbangsa menurut tafsir re-
zim (Kalidjernih, 2005: 360).

Bertolak dari latar belakang tersebut,
artikel ini mengkaji politik kebijakan
pendidikan kewarganegaraan era refor-
masi di Indonesia. Fokus utama tulisan
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ini ialah bertolak dari asumsi bahwa
kebijakan pendidikan akan sangat di-
pengaruhi oleh sistem politik yang se-
dang berlaku. Sebagaimana pendapat
Cogan (1998:5) tentang pertautan antara
pendidikan kewarganegaraan dan ke-
kuasaan, maka kecenderungan Pendi-
dikan Kewarganegaraan di Indonesia
sebelum dan selama Orde Baru mencer-
minkan kepentingan kekuasaan yang
cenderung merrjadi indokfrinasi dan
pembentukan ideologi hegemoni dari-
padaaspek pendidikan itu sendiri. Pada
bagian berikutrrya, artikel ini memapar.
kan implikasi kebijakan pendidikan be-
rupa standarisasi isi kajian Pendidikan
Kewarganegaraan sebagaimana tampak
dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Rt No. 2 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah.

PEMBAHASAN

Studi tentang kebijakan pendidikan
tidak dapat dilepaskan dari pengkajian
politik pendidikan itu sendiri. Woirg
(1995:27) menyebutkan bahwa politik
pendidikansebagaisebuah lapangan ka-
jian keilmrran memiliki akar intelektual-
nya dalam ilmu potitik. Dengan demi-
kian, perhatian utama politik pendidik-
an akan mempergunakan pula domain-
domain ilmu politik seperti: kekuasaan
(Power), pengaruh (influence), konflik
(pertikaian), dan alokasi nilai-nilai oto-
rital:tf (autlnritatioe allocation of oalues).

Pada tingkat global, kajian pendi-
dikan kewarganegaraan telah memiliki
arti penting.Dengan latar belakang evo-
lusi pemikiran kewarganegaraan di hg-
gris dari sosiolog Thomas Humprey
Marshall, Isin dan Turner (20O7:7-7 )
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mengungkapkan bahwa agenda peneli-
tian kewarganegara,m di masa depan
akan terkait derrgan masalah-masalah
perjuangan untuk mendapatkan redis-
tribusi, pengakuan (recognition), kewar-
ganegaraan versus hak asasi manusia
(citizmship oercus human ights), dan ke-
warg€megaraan global versus kewarga-
negara€rn kosmopolitan (global citizen-
ship oersus cosffiopolitan citizenship). Hal
ini akan terkait dengan kenyataan bah-
wa kewarganegara€rn danhak asasi ma-
nusia merupakan sesuatu yang penting
untuk mewujudkan masyarakat demo-
kratis yang efektif. Dengan dernikian,
"Citizcnship is essential fur cultioating ci-
oic obtues and democratic oalues" (lsitl.
darr Turner, 20f)l7:5). Pada bagian [ain,
dari pengalaman pengembangan pendi-
dikan kewarganegaraan di Inggris seiak
lahirnya dokumen Cick Report (Quality
Curriculum Associatioru 1998) tentang
pendidikan kewarganegaraan untuk se-
kolah-sekolah di Kerajaan Inggns, Osler
dan Starkey (2ffi6: 435439) menemukan
kecenderungan penelitian dan kajian
pendidikan kewarganegaraan dengan
tema-tema global injustice and inequality,
globalization and immigration, coflcern
about cioic anil political engagement, youth
ileficit, the end of Colil War, and, anti-de-
nocratic and recial mooefttents.

Sebuah laporanKomisi Internasional
UNESCO tentang Pendidikan Abad 21
(Report to UNESCO of The International
Comnission on Education for the Twenty-

first Century), yang diketuai Jacques
Delors, bertajuk Lear4ing: The Tteasure
Within (196), tentang arti penting pen-
didikan kewarganegaraan menarik un-
tuk dicermati. Selain telah menjadi tu-
gas Komisi tersebut untuk merumuskan

arti penting pendidikan memasuki mi-

lenium ketig+ ada satu bagian penting

dari laporan tersebut yang secara ter-

buka menyebutkan arti penting partisi-
pasi demokrasi dari warga negara da-
lam kehidupan global. Hal ini ditegas-

kanbahwa,
"As education for citizenship and democracy
is par excellence an education that is not
restricteiltothe space and time of furmaleilu-
cation, it is also itnportant for families and
other members of the commuilty to be di-
rectly inooloet' @elors, et.al., 7996:62).

Dengan demikian, pendidikan ke'
wlrrganegaraan tidak hanya berlaku di

lingkungan pendidikan fornral, nanun
juga penting bagi keluarga dan anggota
masyarakat untuk terlibat secara lang-

sung.
Pada bagianlairg laporan komi:si ter-

sebut juga mengukuhkan arti pcrting

partisipasi demokratis melalui pendi-

dikan kewarg,rnegara.rn dan praktik ke-

warganegaraan dengan menekankim
perlunya sebuah hubungan sinergis an-

tara pendidikan dan praktik demokrasi
partisipatori. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa dalarr pendidikan ke-

wargilnegaraan:
"... not only should eoeryone be trained to
exercise their rights and fulfil their duties,
but use should be made of lifelong eilucation
in order to builil an actioe cioil society which,
occupying the miilille ground betueen scat-
teredinilioiduals and a distant political autho-
rity, would enable each person to shoulder
his or her'shnte of responsihility in the um-
munity, atith a view to achiezting hue soli-
ilarity. Thus, the education of each citizen
must continue throughout his or her life anil
become part of the basic framework of cioil
society anil lioing ilemoc,racy (Delors, et.al.,
1996:63).
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Perhatianterhadap arti penting pen-

didikan kewarganegaraan tersebut mem-

perkuat pandangan yang menyatakan

bahwa persoalan kehidupan warga ne-

gara dalam sistem nilai demokrasi telah

mengalami " glob alizing" atalu " globalize il -"

Patrick QOO2:7) menyebutkan bahwa

hentakan global dari ide demokrasi se-

lama perempat terakhir abad ke-20 te-

lah mernbuka dunia luas dengan minat

baru terhadap pendidikan kewargane-

garaan. Para pemimpin di bekas nega-

ra-neg€rra komunis telah mewujudkan

pembangunan demokrasi yang otentik

yang tergantung kepada pembangunan

melatui pendidikan yang menjadikan

warga negara kompeten dan bersung-

guh-sunggutL Mereka tahu apa itu de-

mokrasi, bagairnanamelalcukanny+ dan

mengapa demokrasi itu baik, atau Pa-
ling sedikit lebih baik dari alternatif

tipe-tipe sistem politik yang pernah ada

(Patrick, 2OO2:7). Munculnya perhatian

internasional tentang perididikan demo-

krasi melalui pendidikan kewargane-
garaan sebagai salah satu sarana utama-

nya telah merangffrng pemikiran ma-

syarakat internasional. Organisasi antar-

pemerintah seperti Uni Eropa mauPun

organisasi internasional masyarakat ke-

wargaan seperti Cioitas, menunjukkan

indikator lainrrya. Keduanya menunjuk-

kan bahwa demokrasi sebagai sebuah

nilai universal tidak akan mungkin men-
jadi satu kenyataan globaf sc-bagai com-

mon seflse magyarakat dunia, tanpa ada

sebuah ikhtiar yang intensif dan serius

secara internasional melalui aPa yang

disebut pendidikan.

Sej"l* dengan tuntutan global ter-

hadapperan penting pendidikan kewar-

ganegaraarL Indonesia telah mengalami
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pergeseran paradigmatik pendidikan ke-

warganegaraan. Paradigma baru ini

memfokuskan diri pada upaya memben-

tukpeserta didik sebagai masyarakat ke-

wargaan (cioil society) dengan member-

dayakan warga negara melalui Proses

pendidikan agar dapat berpartisipasi ak-

tif dalam sistem pemerintahan negara

yang demokratis (Mudrson'2004:32)' Se-

hubungan dengan paradigma baru itu'

kajian pendidikan kewargane garaan ber-

tujuan membentuk para peserta didik

agarmemiliki kompetensi sebagai "war-

ga negara yang baik" dalam hal (L) civic

knowl e d ge (pengetahuan kewargtmegara-

an);(2) ciaic skills (ketrampilan kewarga-

negaraan); dan (3) civic dispositions (ka-

rakter kewarganegaraan) (Mudasor;

2004:33).
Kajian Pendidikan Kewarganegara-

an yang mulai diperkenalkan menje-

lang 2004 (kemudian dikenal sebagaiKu-

riku}rmBerbasisKompetensi, KBK) oleh

banyak kalangan dinilai sangat kering

dengan muatan nilai moral khususnya

nilai moral Pancasila, nam1ln sarat de-'

ngan kajian konsep-konsep politik dan

hukum. Sebelum I(BK mata pelajaran

pendidikan kewarganegaraan dalarn

PMP ataupun PPKn didominasi oleh

materi nilai-nilai moral Pancasila (La-

ngenberg, 199O:132). Hal ini mencermin-

kan bahwa PMP atau PPKn lebih me-

rupakan pendidikan budi pekerti dari-

pada pendidikan kewarganegaraanyEurg

sesungguturya. Cakupan substansi kaji-

an dan kompetensi kewarganegaraan

yang diharapkan dari PKN itu sendiri,

yaitu upaya pembentukan warga nega-

ra yang baiJ<- (good citizen) dalam warga

negara demokratis yang bertanCCung

jawab dan berpartisipasi aktif dalam

f.Ui;"Urr n"t aidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia
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kehidupan sistern politik negaranya,
disederhanakan hanya merrjadi semata-
mata menghapalkan nilai-nilai moral,
bagaimana harus berbuat baik dan
tidak berbuat buruk dalam arti afeksi-
moral secara formal.

Sementara ittr, ada kesenjangan pu-
la antara pembelajaran pendidikan ke-
wargan€garaan di lembaga pendidikan
formal (sekolah) dengan keadaan kong-
kret di masyarakat, sehingga ada kecen-
derungan bahwa pendidikan kewarga-
negara.m tercerabut dari akar konteks
kehidupan siswa sebagai w.rrga negara.
Sebagaimana pengkajian oleh para sar-
jana (Kalidjernih, 2(X)5; Cholisin, 2(X)4)
terhadap fungsi pendidikan kewargane-
garaan pada masa Orde Baru, semakin
memperkuatalasanbahwa peran pendi-
dikan kewarganeg€rra€rn semata sebagai
sarana penyaluran kepentingan tezirrr,
pengagungan harmoni (selaras, serasi,
dan seimbang) dengan menolak peng-
akuan terhadap perbedaan dan konflik.

Keadaan pendidikan kewarganega-
raan yang demikian, telah mengalami
pergeseran paradigmatis seiring dengan
tuntutan reformasi. Dalam makalah ini,
reformasi pendidikan diartikan sebagai
upaya pembaharuan berupa perubahan
dan dan perbaikan ke arah kemajuan
dalam dunia pendidikan secara kom-
prehensif. Dengan demikian, reformasi
mencakup proses dan hasil.

Proses reforrnasi ini berkait erat de-
ngan proses politik pendidikan dan
mengikuti mekanisme pembuatan ke-
putusan, yakni mulai dari tahap input,
process, dan outpuL Margaret S. Ardrer
(1985:39) menjelaskanbahwapolitik pen-
didikan sebagai:

"... the attempts (conscious and organized to
some degree) to influence the inputs, process-

. es and outputs of education, whether by le-
gislation, prcssure group or union action, ex-
perimentdtion, prioate inoes tment, lo cal tr an-
sactions, internafional innooation or' propa-
ganda."

Dari pengertian tersebut, tampak je-
las bahwa reformasi pendidikan akan
melibatkan banyak elemen baik di ting-
kat suprastruktur maupun infrastruktur,
yang hijuan utamanya ialah teriadi per-
ubahan dan pembaharuan di bidang
pendidikan.

Di kalangan sarjana politik pendidik-
an dikenal dua kelompok aliran (Wong,
79952&25, an konsep-
tualisasi struktur kekuasaan dan prak-
tik demokrasi. Pertama, kelompok "eli-

tis," mengajukan kerangka yang merrm-
satkan kepada bagaimana komunitas
ekonomi dan elite politik secara erat
mendominasi pembuatan kebijakan pen-
didikan. Kedua, kelompok "pluralis,"

perspektifnya memfokuskan kepada ke-
bijakan-kebijakan pendidikan (sekolah)
yang dipengaruhi oleh persaingan ke-
pentingan, perselisihanpartisaru dan pe-
milihan terbatas.

Sejalan dengan teorisai Easton (1966:
339) terhadap kajian sistem politik de-
ngan menganalisis bagaimana keputus-
an-keputusan otoritatif dibuat, analisis
kebijakan politik pendidikan akan ter-
kait erat dengan proses-proses pem-
buatankeputusanpolitik (kebijakan pen-
didikan). Dalam proses pembuatan ke-
putusan itulah kerja mekanisme politik
(input-proses-output) amat menentukan
akomodasi dan agregasi nilai-nilai yang
diperjuangkan baik oleh pemerintah,
kelompok kepentingan, dan organisasi

Cakraut ala Peilliilikan, Iuni 2011, Th. )OO(, No. 2



masyarakat lainnya. Proses akomodasi
dan agregasi kepentingan memerlukan
berbagai perundingan.

Archer (L985:4247) mengelompok-
kan tiga tipe negosiasi dalam analisis
politik pendidikan: ttpe "internal initia-
tion," tipe "external transaction," dan tipe
"political manipulation " Dalam tipe ini-
siasi internal upaya perubahan kebijak-
an pendidikan datang dari k4langan
profesi pendidikan, seperti organisasi
guru atau kelompok sarjana pendidikan
yang relevan. Tujuan inisiatif dapat be-
ragam, narnun akan selalu tergantunt
kepada profesi yang diperolehnya, dan
hak-hak legal untuk mewujudkannya
dalam kenyataan sehari-hari. Untuk ini,
inisiasi internal perlu melakuk.rn per-
tukaran sumber daya dengan kelom-
pok-kelompok kepentingan eksternal.
Dalam tipe transaksi eksternal, nego-
siasi oleh kelompok internal pendidikan
akan melibatkan kelompqk kepentingan
eksternal. Pada tipe manipulasi politik,
proses negosiasi dimaksudkan untuk
mempengaruhi antana pemerintah dan
kelompok profesi di satu pihak, dan
tipe pertama dengan tipe ketiga di pi.
hak lain untuk memberikan penolakan
atau dukungan terhadap alokasi nilai
yang diperjuangkan sebagai kebijakan
publik.

KEBIIAKAN PENDIDIKAN KEWAR-
GANEGARAAN ERA REFORMASI
DI INDONESIA

Kebijakan pendidikan tentang pen-
didikan kewarganegaraan di sejumlah
negara, seperti di Inggris (di bawah pe-
merintahan Partai Buruh sejak 1997)
ataupun Afi:ika Selatan (sejak berakhir
pemerintahan apartheid sejak 1994), lahir
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dari kemauan (kepentingan) politik pe_
mimpin nasional dan gerakan rnasya-
rakat kewargaan untuk membangun ta-
tanan kehidupan bernegara yang sehat.
Dalam konteks Indonesia, kebijakanpen-
didikan kewarganegaraan sulit ditemu-
kan inspirasi dan sumber motivasinya
yang berasal dari kekuatan politik (par-
taipolitik) baik di dalam parlemen mau-
pundiluarparlemen. LIpaya-upayalegis-
lasi, baik di DPR maupun MPR era re-
formasi terhadap kebijakan pendidikan
nasional secara umum sama sekali tidak

secara khusus penting-
nya reformasi pendidikan kewargane-
garaan.

MPR sebelum amandemen ketiga
(2001) dan keempat (2OOZ), sebagai lem-
bagatertinggi negara memang telah me-
lahirkan produk hukum yangmembuka
jalanrefomasipendidikan secara menye-
luruh. Perdebatan di persidangan MPR
1999 dan kemudian dirumuskan dalam
dokumen GBHN 1999 secara tegas me-
nuntut reformasi di bidang pendidikan
antara lain melalui pembaharuan kuri-
kulum dan instrumen pendidikan lain-
nya. Berturut-turut dalam amandemen
Pasal 31 UUD 1945 secara tegas mem-
posisikan aturan pokok kebijakan pen-
didikan nasional. Konstitusi (IJLID 1945)
sebagai dokumen rujukan hukum ter-
tinggi secara terang benderangpula me-
negaskan bagaimana peran negara dan
warga negara di bidang pendidikan di-
atur dalam pasal tersebut.

Proses politik untuk mereformasi ke-
bijakan pendidikan nasional tampak da-
lam pemahasan R(fU Sisdiknas 2003 di
DPR. RUU ini menjadi salah satu con-
toh bagaimana kebijakan pendidikan
lahir dari kemauan politik lewat usul

Kebijakan Pendidikan KewarganegaraErn Era Reformasi di Indonesia
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inisiatif DPR di Komisi VI. Cenrrinan
aspirasi politik rakyat melalui para ang-
gota DPR memberikan gambaran bah-
wa kehendak kuat unfuk mereformasi
sistem pendidikan nasional menapak
kuat setelah era reforrnasi.

UU Sisdiknas 2003 sebagaimana LfU
Sisdilr-ras 1989 mendudukan posisi PKn
sebagai mata kajian pengembangan ke-
pribadian mulai dari jenjang pendidik-
an dasar hingga pendidikan tinggi, ber-
sama-sama dengan mata pelajaran aga-
madan bahasa. Berbeda dengan UU Sis-
diknas 1989 yang selain mencantumkan
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraa& maka dalam UU Sis-
diknas 20O3 tidak ada lagi nama mata
pelajaran Pendidikan Pancasila, tetapi
hanya Pendidikan Kewarganegaraan.
UU Sisdiknas 20O3 sudah dengan tepat
tidak mencantumkan lagi Pendidikan
Pancasila dalam kurikulum pendidikan
nasional karena peruuna€rn "Pancasila"

di belakang kata "pendidikan" justm
menurunkan posisi Pancasila sebagai
dasar negar1 yar:tg sebenarnya tidak
boleh direduksi menjadi pelabelan-pe-
labelan, seperti ekonomi Pancasila, de-
mokrasi Pancasila.

Bagaimanapurl pendidikan kewar-
ganegaraan di negara manapun di du-
nia, yang menjadi great ought-nya ialah
dasar sistem politik dari negara yang
bersangkutan. Indonesia sudah pasti da-
sar kehidupan berbangsa bernegaranya
ialah Pancasila, yang dengan sendirinya
Pendidikan l..ewarganegaran sebagai
upayapembentukan warga negara yang
akan mendasarkan diii kepada Pancasi-
la sebagai dasar negara. Ini juga sejalan
dengan kemauan politik MPR pada Si-
dang Istirnewa 1998 yang menegaskan

kembali Pancasila sebagai dasar negara
dan mencabut Ketetapan MPR 1978 ten-
tang P4. Sebagairnana diketahui bahwa
P4 merupakan materi pokok dari pendi-
dikan kewarganegaraan selama Orde
Baru (baik dalam nama PMP maupun
PPKn). Penjelasan di atas memperlihat-
kan bahwa reformasi pendidikan khu-
susnya pendidikan kewarganegaraan ti-
dak dapat dilepaskan dari kepentingan
politik nasional. Dengan demikian, sis-
tem politik sangat kuat mempengaruhi
arah politik pendidikan.

Setelah bergulirnya kebijakan Stan-
dar Nasional Pendidikan melalui Per-
aturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005,
proses pembuatan kebijakan pendidik-
an nasional tidak lagi semata-mata di-
ampu oleh Pemerintah melalui Departe-
men Pendidikan Nasional. Kehadiran
Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP) di satu sisi menjadi lembaga pe.
n)rusun kebijakan tentang standarisasi
pendidikan, nzunun di sisi lain badan
ini juga nampaknya telah menggeser
peran alat birokrasi Depdiknas seperti
PusatKurikulum.

Pada bagian lain, UU Sisdiknas 2003
kemudian melahirkan kebijakan yang
menonjol seperti standar nasiorral pen-
didikan. Pembentukan BSNP berdasar-
kan PP19 Tahun 2fi)5 dimaksudkan un-
tuk mewujudkan standar nasional ter-
sebut. Implikasi dari kehadiran BSNP
ialah bahwa terdapat pergeseran pem-
buatan keputusan dalarn kebijakan pen-
didikan terutama terkait dengan kuri-
kulum pendidikan nasional. Sebelum
PP 19 Tahun 2005 lahir, keputusan-ke-
putusan untuk memproduksi kebijakan
kurikulum hulunya berada di Balitbang
melalui Pusat Kurikulum. Namun sete-
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lah PP itu lahir, Pusat Kurikulum be-
kerja pada aspek teknis kebijakan yang
disusun oleh BSNP melalui Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional, seperti
melakukan kajian kebijakan SI atau
pemberian bantuan tekrris KTSP dan
menemukan inovasi-inovasi kurikulum
untuk melaksanakan SI.

Antara SI dan SKL Mata Pelajaran
PKn yang diatur dalam Permendiknas
No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 menun-
jukkan bagaimana produk kebijakan
pendidikan ini merryesuaikan diri de-
ngan kebutuhan dan tuntutan reformasi
nasional. Sebagainana diketahui bahwa
sebelum era refor:nrasi kurikulum bersi-
fat serrtralistik, dan kontennya menun-

iukkan kepertingan politik rezim. De-
ngan demikian" tesis Cogan (1998) yang
menyatakan bahwa kepentingan kekua-
saan rejim politik nasional terhadap ke-
bijakan perdidikan kewarganegaraan se-
belum era reforrrasi adplah tepat. Na-
murL tesis tersebut menjadi tidak rele-
van untuk menunjuk SI dan SKL Mata
Pelajaran PKn 2006. SI dan SKL Mata
Pelajaran PKn justru turduk dengan ke-

" rezirn standardisasi" yarrg
secara universal telah dikembangkan
oleh berbagai rnacam teorisasi maupun
model-model Pendidikan Kewargane-
garaan di sejumlah negara."Rezim stan-
dardisasi" yang dimaksud ialah bahwa
standar minirnal kajian pendidikan ke-
warganegaraan yang mesti dimuat da-
lam SI Mata Pelajaran PKn telah terpe-
nuhi. Standar minimal tersebut secara
konseptual memenuhi komponen-kom-
ponen kompetensi kewarganegaraair ser-
ta substansi kajian PKn sebagaimana di-
kembangkan oleh CCE (1994) maupun
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sejumlah pengembang PKn" sePerti
Print (1999) dan Patrick (L999).

Di bagian lairu standardisasi pendi-

dikan nasional juga menunjukkan bah-

wa kebijakan pendidikan menunjukkan
keberhasilan ttmtutan politik, tuntutan

globalisasi dan tuntutan kemajuan (pro-

gress) (Tilaar, 2OO6: 75-m- Standardi-

sasi nasional pendidikan sebenarnya

akan menjadi lebih bermakna penting

bagi perbaikan sistem pendidikan na-

sional, jika keberadaan BSNP bukan un-

tuk menjadi alat kekuasaan pemerintah

melalui pendidikan.
Sebelum BSNP dibentuk, kebiiakan-

kebijakan tentang kurikulum nasional

antaralainbanyak lahir dan dikembang-
kan oleh Pusat Kurikulum- Perihal ini,

amat menarik untuk membandingkan
keadaan pengembangan kebijakan stan-

dardisasi isi dilndonesia,terutama stan-

darisi Pendidikan Kewarganegaraan de-

ngan hasil penelitian Kidwell (2005: ix-x)

yang mengkaji hubungan antara kebi-
jakan negara bagian di Amerika Serikat

yang secara eksplisit menyajikan pen-

didikan kewarganegaraan sejak Taman

Kanak-kanakhinggaKelas 12 (K-12) dan

keberadaan kurikulumny6. tlasil pene-

Iitian terhadap kebijakan pendidikan ke-

seluruhan dari 5O negara bagian di Ame-

rika Serikat menunjukkan bahwa perlu

kebijakan negara bagian yang efektif se-

bagai basis bangunan kurikulum pen-

didikan kewarganegaraan yang berkua-

litas tinggi dan sistem pengajararurya'
Temuan penelitian itu juga memasukan
hasil identifikasi kondisi kritis terhadap

pelaksanaankebijakan secara efektif' Sa-

lah satu keadaan tersebut adalah kom-

ponen-komponen pendidikan kewarga-

negara.rn berbasis standar IanB diim-

Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Refor:srasi di Indonesia
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plementasikan secara intensional dan
perencanaan sistematis. Hal kedua ber-
kaitan dengan disiplin pendidikan ke-
warganegaraan yang memerlukan keca-
kapan-kecakapan kewarganegaraan (ci-
vic skills) di luar memorisasi dan hapal-
an bahan ajar. Hasil penelitian juga me-
nemukan kesepakatan nasional atas stan-
darisaoi gebagai seperangkat indikator
untuk indeks siswa terhadap pembe-
lajaran pendidikan kewarganegaraan.

Standardisasi isi pendidikan kewar-
ganegaraan sebagaimana tampak dalam
Lampiran Peraturan Menteri Pendidik-
anNasional Rtr No. 22 Tahun 2005 mern-
hrikanpemalmaansebagai berikut Per-
tama, orientasi pendidikan kewargane-
gataan telah berpijak kepada kajian an-
tardisiplin yang jelas, yaitu bidang po-
litik, hukum, dan nilai moral (Pancasila).
Hal ini nampak pada struktur materi
kajian Pendidikan Kewarganegaiaan se-
bagaimana dirangkum dalam Tabel 1.
Pada kurikulum-kurikulum sebelumnya
kajian Pendidikan Kewarganegaraan ti-
dak memiliki akar penjelasan ilmiah
yang memadai karena mendasarkan
diri kepada nilai-nilai yang merupakan
tafsir ideologi yang dibuat oleh rezim
kekuasaan yang ada. Tabel 2 menunjuk-
kan bagaimana Pancasila yang ditafsir-
kan dalam bentuk P4 dijadikan inti ka-
jian Pendidikan Kewarganegaraan da-
lam matapelajaran PPKn. Tidak ada
yang buruk dengan nilai-nilai tersebut,
hanya.saja ini berakibat kepada anggap-
an bahwa Pendidikan Kewarganegara-
an ialah pendidikan budi pekerti atau
semata pendidikan moral.

Penelitian Kafidjernih (2005) menun-

iukkan bahwa selama Orde Baru di In-
donesia melalui pendidikan kewarga-

negara€rn nampak betapa kuatnya ke-
pentingan rezim tersebut. Hal itu nam-
pak dalam buku-buku teks pendidikan
kewarganegaraan terbitan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan bersama
BP-7 Pusat sebagai buku wajib di seko-
lah, yang menggambarkan kuatrrya kon-
sep ideologi negara, konstitusi nasional
dan ide negara integralistik, sebagai
suatu prinsip panduan dalam narasi
bangsa. Penelitian Kalidjernih ini nam-
pak memperkuat tesis Bourdrier (2(X)7:
34G365)yangmenjelaskan pengaruh pe-
mikiran integralistik Hegelian dalam re.
zimentasi pendidikan era Orde Baru,
ktrususrrya melalui pendidikan kewarga-
negzrraan yang sarat kepentingan rezirrr
(seperti dalam bentuk Penataran P4
mata pelaiaran PMP dan PPKn di seko-
lah dasar dan menengah, serta Pendi-
dikan Kewiraan di perguruan tinggr).

Kedua, akibat daripengkajianPendi-
dikan Kewargnnegaraan yang mengacu
kepada standar keilmuan yang umum
berlaku sebagai pendidikan kewargane-
garaan di negara-negara demokratis ia-
lah bahwa standar isi kajian tidak lagi
bergantung pada pergantian rezim. Se-
bagaimana telah diketahui bahwa di
masa sebelumnya/ terdapat stigma yang
dilekatkan kepada mata pelajaran Pen-
didikan Moral Pancasila (PMP) atau
Pendidikan Pancasila dan Kewargane-
garaan (PPKn), termasuk pula kepada
institusi lembaga pendidikan tenaga ke-
pendidikan (LPTK) bernama IKIP (STKIP
atau FKIP Universitas) yang di dalam-
nya terdapat Jurusan/Progtam Studi
PPKn. Stlgma negatif diarahkan kepada
matapelajaran dan jurusan ini karena ti-
dak berhasil menanamkan moral Panca-
sila, dengan makin maraknya korupsi
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dan krisis moral para pejabat serta Po-
litisi. Ini selain tidak adil juga terkesan
bahwa tanggung jawab mendidik moral
bangsa dibebankan hanya kepada lern-
baga ini. Padahal, pendidikan sebagai
tanggung jawab negara sejak Indonesia
merdeka selalu mengalami marjinalisasi
dalam kebijakan nasional seperti angga'
ran belanja negara (APBN) yang kurang

Tabel 1. Inti Kajian dan uraian Materi Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2005

di Indonesia

Topik Inti Uraian Materi
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dari 20 persen. Sementara itu, Pendidik-

an Kewarganegaraan dalam PPKn sen-

diri meski katanya menjadi mata kaiian

penting seperti disebut dalam bagian

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistern

Pendidikan Nasional dan Garis-garis

Besar Haluan Negara (GBHN) di masa

Orde Baru, n:unun nasibnYa sekadar

alat pembangunan.

ca, r:bancc?aT:l1. Persatuan dan

Kesatuan Bangsa

2. Norma, Hukum,
dan Peraturan

3. Hak Asasi
Manusia

4. Kebutuhan Warga
Negara

5. Konstitusi Negara

6. Kekuasaan dan
Politik

7. Pancasila

8, Globalisasi

FbkL;; rndonesia; Sumpah Pemuda; Keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia; partisipasi dalam perr-rb$aaan negara; sikap po-

sititf terhadap Negara Kesatuan Republik lndonesia; keterbukaan dan

iarrrinan keadilan.
Tertib dalam kehidupan keluarga; tertib di sekolah; norma yang'berla-

ku di masyarakat Peraturan-Peraturan daerahj norma-norma dalam

kehidupan berbangsa dan bemegara; sistem hukum dan petadilan

nasionaL hukum dan peradilan internasional'

Hak dan kewajiban anak; Hak dan kewajiban anggota masyarakaf

Insrrr,ralen nasional dan internasional HAM; Pemajuan, dan penghor-

matanHAM.
Hidup gotong royong; harga diri sebagai warga masyarakaL kebebas-

an Ueiorganis-asi; kemerdekaan mengeluarkanpendapa! menghargai

keputusan bersama; Prestasi diri; persamaan kedudukan warga ne-

gata.
Proklamasikemerdekaandankonstitusipertama;konstitusi-konsti-
tusi yang pernah digunakan di indonesia; hubungan dasar negara

dengan konstitusi.
Pemerintahan desa dan kecamatan; pemerintahan daerah dan otono-

mi; pemerintah pusa! demokrasi dan sistem politik; budaya politik;

budaya demokrasi menuju masyarakat madani; sistem pemerintahan;

pers dalam rrrasyarakat dernokrasi'
k d.rdntt, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara;

Proses Penrmusan Pancasila sebagai dasar negara; Pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; Pancasila sebagai ideo-

logi terbuka.
Giobalisasi di lingkungannya; politik luar negeri indonesia di era glo-

balisasi; aampat gtoUalisasi; hubungan intemasional dan internasio-

na l ;danm€ngeva luas ig loba l i sas i '  " - - - ,
sumber: P.r.torutr M"rrt]ffiElffiltiJot"iNg' 22 Tahun 2006 tentang standar Isi

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

K.bti"k". P""dtdtk". Kewarganegaraan Era Reforrnasi di Indonesia
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Tabel 2.
!(onsep Nilai, Moral, dan Norma pancasila dalam GBpp ppKn sMA danPola Penyebaran serta Acuan pengembangannya

SiIa-SiIa Pancasila Pokok Bahasan
Kelas I

Pokok Bahasan
Kelas II

Pokok Bahasan
Kelas Itr

tGtuhananYang
Maha Esa

Kemaniriiaan yang
rdil danberadab

1. Toleransi
2. Kemkunan
3. Keselarasan

1.0. Menghargai

11.. Persamaan derajat
martabat

12. Kasih sayang

19. Cinta tanah air
20. Patriotisme
21. Kewaspadaan

28. Kebijaksanaan

29. Musyawarah
3O. Ketertiban

37. Pengabdian
38. Kegotongroyongan
39. Kepentinganumum

4. Ketaqwaan 7. Kerukunan
8. Nilai Luhur
9. Keyakinan

16. Keadilan-
kebenaran

17, Kecintaan

18. Tenggang rasa

25. Kebanggaan
26. Kebulatan tekad
27. Kesetiaan

34. Ketaatan

35. Keikhlasan

lKi. Keadilansosial
t14. Bekerja sama

Persatuan Indonesia

Keralqyatan yang di-
pimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
perrrrusyawaratan/
perwakilan

Keadilan Sosial bagi
rcluruhRalgat
hrdonesia

5. Salingmenghonnati
5. Kerjasama

13. Keramah tamahan

14. Keserasian hidup

15. Martabat dan halga
d1n

22. Kesatuan
23. Kesetiaan
24. Kesatuan-persatuan

31. Keikhlasan dan
Keiujuran

32. Tanggung jawab
a?. Nilai l-ebihDenroknsi 36. pengendaliandir

Pancasila

t$- Kedisiplinan
41.. Kesederhanaan
42. Kecer:matan danhidup45. Tolong menolorq

hemat
Sumber: Diahiri a"rr W.f,"U lfeSeSS;

Ketiga, akibat lain dari pengkajian
Pendidikan Kewarganegaraan y.rng me_
ngacu kepada standar keilmuan ialah
makin jelas siapa saia yang berhak me-
lakukan proses pembelajaran pendidik_
an Kewarganegaraan di sekolah. Sangat

lustahil pembelajaran kedelapan topik
dari standar kajian pendidikan Kewar_
ganegaraan itu dapat mencapai sasaran-
nya (standar kompeterui lulusan) jika
sang pendidik (guru) tidak memahami
substansi dan komponen kajiannya. Di
masa lalu, ada adagium yang cende_
rung melecehkan profesi guru pendi=
dikan Kewarganegaraan. Hal ini ter_

bukti bahwa siapapun dapat mengajar_
kan materi Pendidikan tce*a"g"neg.ra-
an (baik dalam matapelajaranpMp mau_
p-gn PPKn ketika itu), meskipun bukan
dari lulusan Program Studi pendidikan
Kewarganegaraan LpTK. Seiring dengan
kebijakan standarisasi tenaga pendidik,
makaadarelevansi antara misi pemben_
tukan warga negara demokratis melalui
pembelajaran Pendidikan Kewarganega_
raan dengan pelaku pendidikan Kewar_
ganegara€rn itu sendiri yang merniliki
kornpetensi profesional (di qamping as-
pek pedagogik, personal aan sosiaf se_
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bagairnana harapan normatif UU RI No.
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dari penjelasan tersebut di atas, re-
formasipendidikankewarganegaran da-
pat dimaknai sebagai titik temu kepen-
tinganduahal. Secara internal, perubah-
an politik melalui gerakan reformasi na-
sional telah mendorong pembaharuan
pendidikan kewarganegaraan sebagai
b.gtqr, dari gerakan reformasi pendi-
dikan nasional secara keseluruhan. Pi-
lihan reformasi pendidikan kewargane-
gara.m tidak semata-mata merubah pa-
radigma kajian yang menekankan kepa-
da penguasaan subject matters yang do-
rninanaspekafektif, tetapi bergeser (ber-
ganti) kepada paradigma kajian yang
menekankan kqrada penguasaan kom-
petensi kewarganegaraan bagi para sis-
wa meliputi aspek pengetahuan (materi
kajian), aspek keterampilan&ecakapan
dan aspek perilaku-

Secara eksternal, waena penguatan
masyarakatkewargaan pasca-Perang Di-
ngin di sejumlah neg€ua bekas komunis
di Eropa Tirnur ataupun rezim otoriter
di Afrika Selatan telah merrdorong per-
kembangan pendidikan kewarganegara-
ansebagaicara membentuk warga nega-
ra demokratis. Dengan disponsori oleh
asosiasi profesi seperti Center for Civic
Education (CCE) Calabasas, Amerika Se-
rikat, model-model pendidikan kewarga-
negaratrn yang menyokong penguatan
masyarakat kewargaan di Eropa Tirnur
sangat gencar dilakukan. Upaya CCE
untuk merryokong reformasi pendidik-
an kewarganegaraan di Indonesia per-
nah dilakukan melalui Centerfor Indone-
sia Ciaic Eilucation (CICED) ataupun
ICCE Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Dalam kasus In-
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donesia, reformasi pendidikan kewarga-

negaraan yang melibatkan peran CCE

tidak serta-merta inenembus ke lemba-

ga pemerintah, Departemen Pendidikan

Nasional. Akibatrya, reformasi pendi-

dikan kewarganegaraan dengan para-

digma baru itu tidak secara murni lahir

dari inisiatif departemen pemerintah ter-

sebut, tetapi "infiltrasi" dari jaringanaka-

dernisi di bawah bendera pusat kajian

pendidikan kewarganegaraan semacirm

CICED. Dengan demikiarg ada keterkait-

an antara faktor internal dan eksternal

terhadap proses reformasi pendidikan

kewarganegaraa& di mana pembaharu-

an lahir dan digerakkan oleh gerakan

masyarakat kewargaan berbasis kam-

pus, dengan memanfaatkan forum-fo-

rum Departemen Pendidikan Nasional.

Di luar kedua faktor tersebut, lahir-

nya standardisasi pendidikan kewarga-

negaraan sebagairnana standardisasi un-

tuk mata pelajaran lainnya dalam Per-
aturan Menteri Pendidikan Nasional No.

22 Tahun 2006, menandai bahwa kebi-
jakan pendidikan nasional Indonesia te-

lah menyesuaikan diri dengan tuntutan
"neo-liberal" pendidikan. Indikasi "neo-

liberal" dunia pendidikan ialah dengan

diterimanya standardisasi untuk semua

urusar! termasuk standar isi dan kom-

petensi lulusan suatu mata pelajaran.

Dengan demikian dapat dipastikan bah-
wa secara substansial pendidikan ke-

warganegaraan di Indonesia akan sama

ketika berbicara hak asasi manusia,
konstitusi, masy€rakat kewargaan, insti-

tusi politik, sistem demokrasl dan rule

of taut.Halpembeda hanyalah pada kon-

teks nasional apa topik-topik tadi dikaji

dalam pendidikan kewarganegaraan.

Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia
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PENUTUP
Kebijakan tentang Pendidikan Ke-

ll/arglmegaraan dipersekolahan Indone-
sia era reformasi tidak dapat dilepaskan
dari politik nasional yang melatarinya.
Tuntutan refor:rrasi di segala aspek ke-
hidupanberbangsa dan bernegara, pada
giliraqnya telah membawa perubahan
paradigntik kajian dan pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan di Indo-
nesia, standardisasi kompetensi lulusan,
dan, tenaga perrgajar (guu). Hal ini, di
satu sisi semakin memantapkan kedu-
dukan Pendidikan Kewarganegaraan se-
bagai mata pelajaranpengembangan ke-
pribadian (sebagai warga negara yang
baik). Di sisi lairu merupakan tantangan
bagi para pengembang Pendidikan Ke-
wargane araan agar di masa depan pe-
ngembangan substansi kajiannya tidak
tergantungkepada pergantian rezim ke-
kuasaan-
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Artikel ini merupakan penulisan

ulang dari sebagian naskah disertasi di
Program Studi Pendidikan IPS Sekolah
Pascasariana tlPI Bandung. Penulis me-
nyampaikanucapan terima kasihkepada
para mitra bestari dan reoiewet yang te-
lah memberikan kritik terhadap naskah
awal artikel ini.
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